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Abstract	
This	study	analyzes	the	dynamics	of	various	interest	groups'	 involvement	
in	 the	 conflict	 surrounding	 the	 development	 of	 Rempang	 Eco-City	 as	 a	
National	Strategic	Project	(PSN)	on	Rempang	Island,	Batam.	The	research	
adopts	 a	 comparative	 study	 approach	 and	 applies	 a	 political	 economy	
perspective	to	investigate	the	roles	of	government,	local	communities,	and	
investors	 in	 shaping	 the	 conflict,	 particularly	 regarding	 land	 acquisition	
and	 social	 rights.	The	main	 focus	 is	on	 the	 tensions	between	pro-growth	
coalitions	 (comprising	 government	 and	 private	 investors)	 and	 anti-
growth	 coalitions	 (including	 local	 communities	 and	 environmental	
groups),	 alongside	 the	 role	 of	 mass	 media	 in	 influencing	 public	
perceptions	 and	 shaping	 policy	 decisions.	 This	 study	 aims	 to	 provide	
insights	 into	 the	 dynamics	 of	 agrarian	 conflicts	 and	 infrastructure	
development	 in	 Indonesia,	 and	 offers	 policy	 recommendations	 for	
resolving	similar	conflicts	in	the	future,	emphasizing	the	need	for	inclusive	
decision-making,	sustainable	urban	planning,	and	improved	transparency	
in	the	management	of	national	strategic	projects.	
Keywords:	 development	 conflict,	 interest	 groups,	 mass	 media,	
political	economy,	Rempang	Eco-City	

	
Abstrak	

Penelitian	 ini	 menganalisis	 dinamika	 keterlibatan	 berbagai	 kelompok	
kepentingan	dalam	konflik	yang	muncul	akibat	pembangunan	Rempang	
Eco-City	 sebagai	 Proyek	 Strategis	 Nasional	 di	 Pulau	 Rempang,	 Batam.	
Dengan	 menggunakan	 pendekatan	 studi	 komparatif	 dan	 perspektif	
ekonomi	politik,	penelitian	 ini	mengkaji	peran	pemerintah,	masyarakat	
lokal,	 dan	 investor	 dalam	 mempengaruhi	 konflik	 terkait	 pengadaan	
lahan	dan	hak-hak	sosial.	Fokus	utama	penelitian	ini	adalah	ketegangan	
antara	 koalisi	 pro-pertumbuhan	 yang	 terdiri	 dari	 pemerintah	 dan	
investor,	 dan	 koalisi	 anti-pertumbuhan	 yang	 melibatkan	 masyarakat	
lokal	 serta	 aktivis	 lingkungan.	 Selain	 itu,	 penelitian	 ini	 juga	 mengkaji	
peran	media	massa	dalam	membentuk	persepsi	publik	 tentang	proyek	
ini	 dan	 dampaknya	 terhadap	 kebijakan	 pemerintah.	 Penelitian	 ini	
bertujuan	 untuk	 memberikan	 wawasan	 yang	 lebih	 dalam	 mengenai	
dinamika	 konflik	 agraria	 dan	 pembangunan	 infrastruktur,	 serta	
memberikan	 rekomendasi	 kebijakan	 yang	 dapat	 diterapkan	 untuk	
menyelesaikan	 konflik	 serupa	di	masa	 depan,	 dengan	penekanan	pada	
pendekatan	 pembangunan	 yang	 inklusif,	 keadilan	 sosial,	 dan	
transparansi.	
Kata	 Kunci:	 ekonomi	 politik,	 kelompok	 kepentingan,	 konflik	
pembangunan,	media	massa,	Rempang	Eco-City	
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PENDAHULUAN	
Pembangunan	infrastruktur	adalah	elemen	kunci	dalam	pertumbuhan	

ekonomi	 wilayah,	 terutama	 di	 kawasan	 perkotaan.	 Namun,	 proses	
pembangunan	 sering	 kali	 dihadapkan	 pada	 konflik,	 terutama	 terkait	
pembebasan	 lahan,	 yang	 menjadi	 isu	 sensitif	 antara	 pemerintah	 dan	
masyarakat.	 Di	 Indonesia,	 konflik	 semacam	 ini	 sering	 muncul	 bersamaan	
dengan	 pesatnya	 urbanisasi,	 khususnya	 di	 kawasan	 pinggiran	 kota	 yang	
beralih	 fungsi	 dari	 daerah	 pedesaan	menjadi	 wilayah	 urban	 (Walangare	 &	
Bahri,	2023).	Salah	satu	contoh	terbaru	adalah	konflik	yang	terjadi	di	Pulau	
Rempang,	 Batam,	 yang	 menjadi	 sorotan	 nasional	 sejak	 dimulainya	 proyek	
pembangunan	 Rempang	 Eco-City	 pada	 tahun	 2023.	 Proyek	 ini	 merupakan	
bagian	 dari	 Program	 Strategis	 Nasional	 (PSN)	 yang	 bertujuan	 untuk	
mengubah	 Pulau	 Rempang	menjadi	 kawasan	 industri	 dan	 destinasi	 wisata	
yang	terintegrasi	dengan	investasi	besar	senilai	Rp	381	triliun	(Furqon	et	al.,	
2024).	

Program	 Strategis	 Nasional	 (PSN)	 merupakan	 inisiatif	 pemerintah	
Indonesia	 untuk	 mempercepat	 pertumbuhan	 ekonomi	 dan	 meningkatkan	
kesejahteraan	 masyarakat.	 PSN	 ini	 pertama	 kali	 ditetapkan	 melalui	
Peraturan	 Presiden	 (Perpres)	 Nomor	 3	 Tahun	 2016	 dan	 telah	
disempurnakan	 melalui	 beberapa	 peraturan,	 termasuk	 Perpres	 Nomor	 58	
Tahun	2017,	Perpres	Nomor	56	Tahun	2018,	dan	Perpres	Nomor	109	Tahun	
2020.	 PSN	 mencakup	 berbagai	 sektor,	 seperti	 transportasi,	 energi,	 dan	
kawasan	 industri,	 dengan	 prioritas	 pada	 percepatan	 perizinan,	 penyediaan	
lahan,	 dan	 dukungan	 pendanaan.	 Namun,	 implementasi	 PSN	 sering	 kali	
dihadapkan	 pada	 berbagai	 kendala,	 seperti	 konflik	 pengadaan	 lahan,	
kesesuaian	tata	ruang,	dan	perlindungan	hak	atas	tanah	masyarakat.	Di	Pulau	
Rempang,	 proyek	 Rempang	 Eco-City	 menimbulkan	 konflik	 agraria	 karena	
masyarakat	 dari	 16	 kampung	 tua	 harus	 direlokasi	 tanpa	 kejelasan	 tentang	
hak	atas	tanah	mereka	(Suparjo,	2018).	

Pada	 Agustus	 2023,	 Pulau	 Rempang	 ditetapkan	 sebagai	 PSN,	 yang	
mempercepat	rencana	pengembangan	kawasan	tersebut.	Namun,	status	PSN	
ini	 juga	 memunculkan	 berbagai	 konflik	 antara	 pemerintah,	 masyarakat	
setempat,	dan	pihak	swasta.	Proyek	Rempang	Eco-City,	yang	melibatkan	PT	
Makmur	Elok	Graha	(MEG)	bersama	BP	Batam	dan	Pemerintah	Kota	Batam,	
berencana	 mengembangkan	 kawasan	 seluas	 17.000	 hektar	 dengan	 fokus	
pada	 industri	 kaca	 dan	 panel	 surya	 (Walangare	&	 Bahri,	 2023).	 Proyek	 ini	
memicu	keresahan	di	kalangan	warga	Pulau	Rempang	yang	harus	direlokasi	
dari	 16	 kampung	 tua	 tempat	mereka	 tinggal	 selama	 puluhan	 tahun,	 tanpa	
adanya	kepastian	status	tanah	yang	jelas	(Furqon	et	al.,	2024).	

	
Konflik	 ini	 dapat	 dilihat	 dari	 berbagai	 perspektif,	 terutama	 dalam	

konteks	 pertentangan	 kepentingan	 antara	 kelompok	 pro-growth	 dan	 anti-
growth.	 Salah	 satu	 pendekatan	 yang	 digunakan	 untuk	menganalisis	 konflik	
ini	 adalah	 melalui	 growth	 machine	 theory,	 yang	 menjelaskan	 bagaimana	
kelompok	 pro-growth	 coalition,	 yang	 terdiri	 dari	 pemerintah	 dan	 investor,	
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bertujuan	 untuk	 memaksimalkan	 keuntungan	 ekonomi	 melalui	 akumulasi	
lahan	dan	 investasi	 (Walangare	&	Bahri,	 2023).	Di	 sisi	 lain,	 kelompok	anti-
growth	coalition,	yang	melibatkan	masyarakat	setempat,	menilai	bahwa	nilai	
guna	lahan	jauh	lebih	penting	bagi	mereka	daripada	nilai	tukar	ekonomi	yang	
ditawarkan	 oleh	 proyek	 pembangunan.	 Ketimpangan	 ini	 memperburuk	
ketegangan	 antara	 kedua	 pihak,	 yang	 menjadi	 pemicu	 utama	 terjadinya	
konflik.	

Melalui	 analisis	 ini,	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 menggali	 lebih	
dalam	 mengenai	 dinamika	 keterlibatan	 berbagai	 kelompok	 kepentingan	
dalam	 konflik	 pembangunan	 Pulau	 Rempang	 sebagai	 PSN.	 Dengan	
menggunakan	 kerangka	 teori	 growth	 machine,	 penelitian	 ini	 akan	
mengeksplorasi	 bagaimana	 kontestasi	 kepentingan	 antara	 pemerintah,	
investor,	dan	masyarakat	setempat	membentuk	dinamika	konflik	ini.	Sebagai	
tambahan,	penelitian	ini	juga	akan	memperhatikan	bagaimana	media	massa	
dan	komunikasi	publik	mempengaruhi	persepsi	masyarakat	terhadap	konflik	
ini,	 yang	 pada	 akhirnya	 berdampak	 pada	 proses	 pengambilan	 kebijakan	
(Furqon	 et	 al.,	 2024).	 Diharapkan	 hasil	 penelitian	 ini	 dapat	 memberikan	
kontribusi	 dalam	 pemahaman	 yang	 lebih	 mendalam	 mengenai	 konflik	
agraria	 dan	 pembangunan	 infrastruktur	 di	 Indonesia,	 serta	 memberikan	
rekomendasi	 kebijakan	 yang	 berguna	 bagi	 pembuat	 kebijakan	 dalam	
menyelesaikan	konflik	serupa	di	masa	depan.	

KERANGKA	TEORI	
	

1. Dampak	Sosial	Ekonomi	dari	Proyek	Pembangunan	Nasional	
Proyek	 Strategis	 Nasional	 (PSN)	 bertujuan	 mempercepat	

pembangunan	 ekonomi	 dan	 infrastruktur,	 tetapi	 juga	 membawa	 dampak	
sosial	 ekonomi	 signifikan.	 Salah	 satu	 dampaknya	 adalah	 penggusuran	
masyarakat	dari	lahan	mereka,	yang	mengubah	akses	terhadap	sumber	daya	
alam	dan	 fasilitas	 sosial.	Menurut	 Cernea	 (1997),	 penggusuran	 ini	merusak	
pola	 hidup	 dan	 jaringan	 sosial,	 menyebabkan	 stres,	 masalah	 kesehatan	
mental,	serta	menurunnya	kepercayaan	diri	masyarakat.	

Dampak	 PSN	 bervariasi.	 Contohnya,	 pembangunan	 Jalan	 Tol	
Trans-Jawa	meningkatkan	pendapatan	 pekerja	 konstruksi	 tetapi	merugikan	
petani	yang	kehilangan	lahan,	memperburuk	ketimpangan	sosial-ekonomi.	Di	
pesisir,	 proyek	 PSN	 merusak	 ekosistem	 laut,	 menurunkan	 hasil	 tangkapan	
ikan,	 dan	 memaksa	 masyarakat	 berganti	 pekerjaan,	 yang	 memperburuk	
kesejahteraan	 sosial	 dan	 ekonomi.	 Selain	 itu,	 proyek	 seperti	 PLTU	
menurunkan	produktivitas	pertanian	dan	kualitas	udara,	berdampak	negatif	
pada	hasil	panen	dan	kesehatan	masyarakat.	

Untuk	 memitigasi	 dampak	 negatif	 PSN,	 diperlukan	 pendekatan	
inklusif,	 melibatkan	 masyarakat	 dalam	 perencanaan,	 transparansi,	
kompensasi	 berkelanjutan,	 dan	 upaya	 berbasis	 komunitas.	 Hal	 ini	
memastikan	 PSN	 mendukung	 kesejahteraan	 masyarakat	 tanpa	 merusak	
ekosistem	sosial	dan	lingkungan.	
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2. Kelompok	 Kepentingan	 dalam	 Pembentukan	 Opini	 terhadap	 Proyek	

Negara	

Media	sosial	memiliki	peran	besar	dalam	membentuk	opini	masyarakat,	
dengan	 167	 juta	 pengguna	 di	 Indonesia	 pada	 2023,	 di	 mana	 	 79,5%	
berusia	 di	 atas	 18	 tahun	 (GoodStats,	 2023).	 Platform	 ini	 sering	 digunakan	
untuk	 menyebarkan	 isu	 politik,	 seperti	 proyek	 strategis	 nasional,	 yang	
menjadi	perhatian	luas	publik.	Kelompok	kepentingan	memanfaatkan	media	
sosial,	 termasuk	 buzzer,	 untuk	 mengarahkan	 opini	 publik	 demi	 mencapai	
tujuan	 mereka.	 Menurut	 Kurniawati	 (2023),	 buzzer	 adalah	 individu	 atau	
kelompok	 yang	 mempromosikan	 narasi	 politik	 melalui	 media	 sosial,	
memperkuat	framing	yang	mendukung	kelompok	tertentu.	

Dalam	kasus	Pulau	Rempang,	narasi	bohong	tersebar	di	media	sosial,	
seperti	 isu	warga	harus	membayar	 selisih	 harga	 rumah	dalam	 relokasi	 dan	
video	 polisi	 membawa	 parang,	 yang	 kemudian	 dibantah	 pihak	 berwenang.	
Narasi	 ini	 menunjukkan	 adanya	 kepentingan	 tertentu	 di	 balik	 penyebaran	
informasi	 palsu.	 Selain	 itu,	 buzzer	 sering	 dipekerjakan	 dalam	 industri	
kampanye	 politik	 untuk	 memperluas	 informasi	 melalui	 retweet,	 tagar,	 dan	
strategi	lainnya,	menjadikan	isu	trending	(Anugerah,	2024).	

Fenomena	ini	mengkhawatirkan	karena	media	sosial	yang	seharusnya	
menjadi	 ruang	 inklusif	 untuk	 bertukar	 informasi	 malah	 digunakan	 untuk	
memanipulasi	 opini	 publik.	 Oleh	 karena	 itu,	 diperlukan	 perhatian	 terhadap	
penggunaan	media	 sosial	 oleh	 kelompok	 kepentingan	 dalam	memengaruhi	
persepsi	masyarakat,	terutama	terkait	proyek	pemerintah.	
3. Political	Lobbying	dalam	Aktivitas	Kelompok	Kepentingan	

Strategi	lobbying	kelompok	kepentingan	berbeda	tergantung	jenisnya.	
Kelompok	 asosiasi	 bisnis	 cenderung	menggunakan	 inside	 lobbying	 (melobi	
langsung	 pengambil	 kebijakan),	 sementara	 kelompok	 masyarakat	 sipil	
memilih	 outside	 lobbying	 (menekan	melalui	 opini	 dan	 aksi	 publik)	 (Dür	 &	
Mateo,	 2023).	 Dalam	 isu	 kontroversial,	 asosiasi	 bisnis	 lebih	 fokus	 pada	
pendekatan	 langsung,	 sementara	masyarakat	 sipil	meningkatkan	 kampanye	
publik	untuk	membawa	isu	ke	perhatian	luas.	
4. Political	Lobbying	dalam	Aktivitas	Kelompok	Kepentingan	

Strategi	lobbying	kelompok	kepentingan	berbeda	tergantung	jenisnya.	
Kelompok	 asosiasi	 bisnis	 cenderung	menggunakan	 inside	 lobbying	 (melobi	
langsung	 pengambil	 kebijakan),	 sementara	 kelompok	 masyarakat	 sipil	
memilih	 outside	 lobbying	 (menekan	melalui	 opini	 dan	 aksi	 publik)	 (Dür	 &	
Mateo,	 2023).	 Dalam	 isu	 kontroversial,	 asosiasi	 bisnis	 lebih	 fokus	 pada	
pendekatan	 langsung,	 sementara	masyarakat	 sipil	meningkatkan	 kampanye	
publik	untuk	membawa	isu	ke	perhatian	luas.	
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5. Political	Lobbying	dalam	Aktivitas	Kelompok	Kepentingan	
Strategi	 lobbying	 kelompok	 kepentingan	 berbeda	 tergantung	

jenisnya.	 Kelompok	 asosiasi	 bisnis	 cenderung	 menggunakan	 inside	
lobbying	 (melobi	 langsung	 pengambil	 kebijakan),	 sementara	
kelompok	 masyarakat	 sipil	 memilih	 outside	 lobbying	 (menekan	
melalui	 opini	 dan	 aksi	 publik)	 (Dür	 &	 Mateo,	 2023).	 Dalam	 isu	
kontroversial,	 asosiasi	 bisnis	 lebih	 fokus	 pada	 pendekatan	 langsung,	
sementara	 masyarakat	 sipil	 meningkatkan	 kampanye	 publik	 untuk	
membawa	isu	ke	perhatian	luas.	

Contohnya,	dalam	pengesahan	Omnibus	Law	Cipta	Kerja	2020,	
asosiasi	 bisnis	 seperti	 KADIN	 menggunakan	 inside	 lobbying	 untuk	
mendorong	 pengesahan	 dengan	 argumen	 manfaat	 ekonomi.	
Sebaliknya,	 masyarakat	 sipil	 melalui	 LSM	 melakukan	 protes	 publik	
dan	kampanye	media	sosial	untuk	menyoroti	dampak	negatif	undang-
undang	 tersebut.	 Hal	 serupa	 terlihat	 dalam	 isu	 pertambangan,	 di	
mana	bisnis	melobi	regulasi	yang	menguntungkan	mereka,	sementara	
komunitas	terdampak	melakukan	advokasi	dan	protes	melindungi	hak	
serta	lingkungan.	

Lobbying	 menjadi	 bagian	 penting	 demokrasi	 modern,	 tetapi	
tantangan	 muncul	 terkait	 kesetaraan	 pengaruh.	 Kelompok	 bisnis	
sering	 memiliki	 akses	 dan	 sumber	 daya	 lebih	 besar,	 menciptakan	
ketidakseimbangan	dalam	pengambilan	kebijakan.	Kasus	seperti	revisi	
UU	Cipta	Kerja	menunjukkan	perlunya	mekanisme	yang	lebih	inklusif	
untuk	 memastikan	 suara	 semua	 pihak,	 terutama	 kelompok	
terpinggirkan,	 didengar.	 Dengan	 pendekatan	 pluralistik	 dan	
transparan,	 sistem	 politik	 dapat	 lebih	 akomodatif	 terhadap	 beragam	
kepentingan,	memperkuat	demokrasi.	
	
METODE	

Pembangunan	 infrastruktur	 adalah	 elemen	 kunci	 dalam	
pertumbuhan	 ekonomi	 wilayah,	 terutama	 di	 kawasan	 perkotaan.	
Namun,	 proses	 pembangunan	 sering	 kali	 dihadapkan	 pada	 konflik,	
terutama	terkait	pembebasan	 lahan,	yang	menjadi	 isu	sensitif	antara	
pemerintah	dan	masyarakat.	Di	Indonesia,	konflik	semacam	ini	sering	
muncul	 bersamaan	 dengan	 pesatnya	 urbanisasi,	 khususnya	 di	
kawasan	 pinggiran	 kota	 yang	 beralih	 fungsi	 dari	 daerah	 pedesaan	
menjadi	wilayah	urban	(Walangare	&	Bahri,	2023).	Salah	satu	contoh	
terbaru	 adalah	 konflik	 yang	 terjadi	 di	 Pulau	 Rempang,	 Batam,	 yang	
menjadi	 sorotan	 nasional	 sejak	 dimulainya	 proyek	 pembangunan	
Rempang	 Eco-City	 pada	 tahun	 2023.	 Proyek	 ini	 merupakan	 bagian	
dari	 Program	 Strategis	 Nasional	 (PSN)	 yang	 bertujuan	 untuk	
mengubah	 Pulau	 Rempang	 menjadi	 kawasan	 industri	 dan	 destinasi	
wisata	yang	terintegrasi	dengan	investasi	besar	senilai	Rp	381	triliun	
(Furqon	et	al.,	2024).	

Program	 Strategis	 Nasional	 (PSN)	 merupakan	 inisiatif	
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pemerintah	 Indonesia	 untuk	 mempercepat	 pertumbuhan	 ekonomi	
dan	 meningkatkan	 kesejahteraan	 masyarakat.	 PSN	 ini	 pertama	 kali	
ditetapkan	 melalui	 Peraturan	 Presiden	 (Perpres)	 Nomor	 3	 Tahun	
2016	dan	telah	disempurnakan	melalui	beberapa	peraturan,	termasuk	
Perpres	Nomor	58	Tahun	2017,	Perpres	Nomor	56	Tahun	2018,	dan	
Perpres	 Nomor	 109	 Tahun	 2020.	 PSN	 mencakup	 berbagai	 sektor,	
seperti	 transportasi,	 energi,	 dan	 kawasan	 industri,	 dengan	 prioritas	
pada	 percepatan	 perizinan,	 penyediaan	 lahan,	 dan	 dukungan	
pendanaan.	 Namun,	 implementasi	 PSN	 sering	 kali	 dihadapkan	 pada	
berbagai	 kendala,	 seperti	 konflik	 pengadaan	 lahan,	 kesesuaian	 tata	
ruang,	 dan	 perlindungan	 hak	 atas	 tanah	 masyarakat.	 Di	 Pulau	
Rempang,	 proyek	 Rempang	 Eco-City	 menimbulkan	 konflik	 agraria	
karena	 masyarakat	 dari	 16	 kampung	 tua	 harus	 direlokasi	 tanpa	
kejelasan	tentang	hak	atas	tanah	mereka	(Suparjo,	2018).	

Pada	 Agustus	 2023,	 Pulau	 Rempang	 ditetapkan	 sebagai	 PSN,	
yang	 mempercepat	 rencana	 pengembangan	 kawasan	 tersebut.	
Namun,	 status	 PSN	 ini	 juga	 memunculkan	 berbagai	 konflik	 antara	
pemerintah,	 masyarakat	 setempat,	 dan	 pihak	 swasta.	 Proyek	
Rempang	 Eco-City,	 yang	 melibatkan	 PT	 Makmur	 Elok	 Graha	 (MEG)	
bersama	 BP	 Batam	 dan	 Pemerintah	 Kota	 Batam,	 berencana	
mengembangkan	 kawasan	 seluas	 17.000	 hektar	 dengan	 fokus	 pada	
industri	kaca	dan	panel	surya	(Walangare	&	Bahri,	2023).	Proyek	 ini	
memicu	 keresahan	 di	 kalangan	 warga	 Pulau	 Rempang	 yang	 harus	
direlokasi	 dari	 16	 kampung	 tua	 tempat	 mereka	 tinggal	 selama	
puluhan	 tahun,	 tanpa	 adanya	 kepastian	 status	 tanah	 yang	 jelas	
(Furqon	et	al.,	2024).	

Konflik	 ini	 dapat	 dilihat	 dari	 berbagai	 perspektif,	 terutama	
dalam	 konteks	 pertentangan	 kepentingan	 antara	 kelompok	 pro-
growth	dan	anti-growth.	Salah	satu	pendekatan	yang	digunakan	untuk	
menganalisis	konflik	 ini	adalah	melalui	growth	machine	theory,	yang	
menjelaskan	bagaimana	kelompok	pro-growth	 coalition,	 yang	 terdiri	
dari	 pemerintah	 dan	 investor,	 bertujuan	 untuk	 memaksimalkan	
keuntungan	 ekonomi	 melalui	 akumulasi	 lahan	 dan	 investasi	
(Walangare	 &	 Bahri,	 2023).	 Di	 sisi	 lain,	 kelompok	 anti-growth	
coalition,	yang	melibatkan	masyarakat	setempat,	menilai	bahwa	nilai	
guna	 lahan	 jauh	 lebih	 penting	 bagi	 mereka	 daripada	 nilai	 tukar	
ekonomi	 yang	 ditawarkan	 oleh	 proyek	 pembangunan.	 Ketimpangan	
ini	 memperburuk	 ketegangan	 antara	 kedua	 pihak,	 yang	 menjadi	
pemicu	utama	terjadinya	konflik.	

	
	
Melalui	 analisis	 ini,	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 menggali	

lebih	 dalam	 mengenai	 dinamika	 keterlibatan	 berbagai	 kelompok	
kepentingan	 dalam	 konflik	 pembangunan	 Pulau	 Rempang	 sebagai	
PSN.	 Dengan	 menggunakan	 kerangka	 teori	 growth	 machine,	
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penelitian	ini	akan	mengeksplorasi	bagaimana	kontestasi	kepentingan	
antara	 pemerintah,	 investor,	 dan	 masyarakat	 setempat	 membentuk	
dinamika	 konflik	 ini.	 Sebagai	 tambahan,	 penelitian	 ini	 juga	 akan	
memperhatikan	 bagaimana	 media	 massa	 dan	 komunikasi	 publik	
mempengaruhi	 persepsi	masyarakat	 terhadap	 konflik	 ini,	 yang	 pada	
akhirnya	berdampak	pada	proses	pengambilan	kebijakan	 (Furqon	et	
al.,	 2024).	 Diharapkan	 hasil	 penelitian	 ini	 dapat	 memberikan	
kontribusi	dalam	pemahaman	yang	lebih	mendalam	mengenai	konflik	
agraria	 dan	 pembangunan	 infrastruktur	 di	 Indonesia,	 serta	
memberikan	 rekomendasi	 kebijakan	 yang	 berguna	 bagi	 pembuat	
kebijakan	dalam	menyelesaikan	konflik	serupa	di	masa	depan.	

	

HASIL	DAN	PEMBAHASAN	

PEMBAHASAN	
Peran	 kelompok	 kepentingan	 dalam	 konflik	 ini	 sangatlah	

kompleks,	 karena	 ada	 ketegangan	 antara	 aktor-aktor	 yang	memiliki	
tujuan	 ekonomi	 jangka	 panjang	 dengan	 kelompok	 masyarakat	 yang	
lebih	 fokus	 pada	 hak	 sosial	 dan	 keberlanjutan	 hidup	mereka.	 Selain	
itu,	 jurnal	 Evendi	 (2024)	 juga	 mencatat	 pentingnya	 peran	 media	
massa	 dalam	 memperbesar	 ketegangan	 antara	kelompok-kelompok	
ini.	Pemberitaan	yang	lebih	berpihak	pada	satu	pihak	 tertentu	sering	
kali	memperburuk	persepsi	publik	terhadap	pihak	lainnya,	yang	pada	
akhirnya	mempengaruhi	 proses	 pengambilan	 kebijakan	 pemerintah.	
Masyarakat,	 yang	 terinformasi	 melalui	 media,	 cenderung	 lebih	
memperjuangkan	 hak-hak	 mereka	 dalam	 konteks	 perjuangan	
melawan	 ketidakadilan	 sosial,	 sementara	 pihak	 pemerintah	 dan	
perusahaan	 sering	 kali	 lebih	 fokus	 pada	 narasi	 pembangunan	 dan	
peningkatan	ekonomi.	

Pro-growth	 adalah	 kelompok	 yang	 mendukung	 pembangunan	
ekonomi	 melalui	 urbanisasi,	 industrialisasi,	 dan	 proyek	
infrastruktur	 besar	 dengan	 fokus	 pada	 peningkatan	 investasi	 serta	
daya	saing	wilayah.	Kelompok	ini	dapat	didefinisikan	sebagai	growth	
booster	karena	orientasinya	pada	percepatan	pertumbuhan	ekonomi.	
Sebaliknya,	 anti-growth	 adalah	 kelompok	 yang	 memperjuangkan	
perlindungan	 komunitas	 lokal,	 pelestarian	 warisan	 budaya,	 dan	
keberlanjutan	 lingkungan.	 Dimana	 kelompok	 anti-growth	 dapat	
dikenal	sebagai	community	defenders.	Kelompok	yang	berkepentingan	
growth	booster,	 yang	biasanya	 terdiri	 atas	 pemerintah,	 investor,	 dan	
korporasi,	sering	kali	berhadapan	dengan	community	defenders,	yang	
melibatkan	 masyarakat	 setempat,	 aktivis	 sosial,	 dan	 pegiat	
lingkungan.	 Konflik	 antara	 keduanya	 mencerminkan	 pertarungan	
antara	 kepentingan	 ekonomi	 jangka	pendek	dan	nilai	 sosial-ekologis	
jangka	panjang.	
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Konflik	 pembangunan	 Rempang	 Eco-City	 sebagai	 Proyek	
Strategis	Nasional	 (PSN)	menjadi	pusat	konflik	antara	dua	kelompok	
tersebut,	 yaitu	 kelompok	 pemerintah	 dan	 investor	 pengembang	
sebagai	 kelompok	 growth	 booster	 (PT	 Makmur	 Elok	 Graha	 dan	 BP	
Batam)	 serta	 kelompok	 masyarakat	 yang	 diklasifikasikan	 sebagai	
kelompok	 community	 defenders.	 Kelompok	 pertama,	 yaitu	 kelompok	
growth	 booster,	 terdiri	 dari	 pemerintah	 dan	 investor	 pengembang	
berfokus	 pada	 pencapaian	 tujuan	 ekonomi	 melalui	 akumulasi	
investasi	 dan	 penciptaan	 lapangan	 kerja	 yang	 berpotensi	
meningkatkan	 perekonomian	 regional.	 Kelompok	 ini	 mendukung	
proyek	 Rempang	 Eco-City	 sebagai	 bagian	 dari	 Program	 Strategis	
Nasional	 yang	 bertujuan	 mempercepat	 transformasi	 ekonomi	 di	
Batam	 (Furqon	 et	 al.,	 2024).	 Namun,	 growth	 booster	 coalition	
mengabaikan	 kepentingan	 masyarakat	 lokal.	 Mereka	 mengklaim	
bahwa	 manfaat	 pertumbuhan	 ekonomi	 akan	 meresap	 ke	 seluruh	
lapisan	 masyarakat,	 meskipun	 kenyataannya	 tidak	 demikian.	
Kelompok	growth	booster	di	dalam	proyek	ini	seringkali	mengabaikan	
aspek-aspek	 sosial	 dan	 lingkungan	 yang	 berkaitan	 dengan	 relokasi	
masyarakat,	 seperti	 hak	 atas	 tempat	 tinggal,	 pekerjaan,	 dan	 layanan	
sosial.	 Relokasi	 tanpa	 jaminan	 hak	 atas	 tanah	 yang	 jelas	 semakin	
memperburuk	 ketidakpercayaan	 masyarakat	 terhadap	 pemerintah	
dan	 pihak	 swasta.	 Hal	 ini	 menciptakan	 ketegangan	 yang	 semakin	
memuncak,	 terutama	dengan	adanya	 laporan	kekerasan	yang	 terjadi	
selama	proses	penggusuran	oleh	aparat	negara	 yang	berupaya	untuk	
menertibkan	kawasan	

Di	 lain	sisi,	 terdapat	kelompok	community	defender,	kelompok	
masyarakat	pulau	rempang,	yang	terdiri	dari	komunitas	nelayan	dan	
petani.	 Mereka	 menolak	 adanya	 pembangunan	 serta	 keputusan	
relokasi	 paksa.	 Hal	 ini	 disebabkan	 oleh	masyarakat	 Pulau	 Rempang	
tidak	 mendapatkan	 manfaat	 langsung	 dari	 pembangunan	 yang	
dijanjikan	oleh	kelompok	growth	booster,	yang	terdiri	dari	pemerintah	
dan	 elit	 bisnis.	 Selain	 itu,	 mereka	merasa	 terancam	 oleh	 keputusan	
relokasi	 yang	 tidak	 diikuti	 dengan	 kepastian	 status	 tanah	 dan	
mekanisme	ganti	rugi	yang	jelas	(Evendi,	2024).	

Peran	media	juga	dianggap	berkontribusi	pada	eskalasi	konflik.	
Narasi	yang	tidak	seimbang	kerap	membuat	hubungan	antara	pihak-
pihak	 di	 atas	 semakin	 keruh	 tidak	 menemukan	 titik	 temu.	 Dalam	
beberapa	kasus,	pemberitaan	kerap	berpihak	pada	kelompok	tertentu	
memperdalam	 rasa	 ketidakpercayaan	 masyarakat	 pada	 pemerintah	
dan	investor.	

Dampak	 yang	 ditimbulkan	 dari	 konflik	 ini	 sangat	 luas.	 Dari	
aspek	 sosial,	 proses	 relokasi	 yang	 tidak	 inklusif	 menciptakan	
ketegangan	antara	pemerintah	dan	masyarakat.	 Struktur	 sosial	 yang	
telah	 terbangun	 sejak	 lama	 menjadi	 rusak	 akibat	 hilangnya	 tempat	
tinggal	 masyarakat	 yang	 menjadi	 pusat	 dari	 komunitas.	 Dari	 aspek	
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ekonomi,	 hilangnya	 tanah	 berdampak	 pada	 hilangnya	 mata	
pencaharian	warga,	 utamanya	warga	 yang	 berprofesi	 sebagai	 petani	
dan	nelayan.	Mereka	kehilangan	akses	ke	sumber	daya	yang	menjadi	
mata	pencaharian	mereka.	

Konflik	ini	juga	dapat	dijelaskan	melalui	sudut	pandang	Growth	
Machine	 Theory.	 Growth	 Booster	 Coalition	 merupakan	 kelompok	
berkuasa	 mengontrol	 pembangunan	 yang	 ada	 dan	 memiliki	 tujuan	
untuk	 memaksimalkan	 profit	 dari	 dari	 proyek	 ini	 melalui	
industrialisasi	 dan	 investasi	 besar.	 Dalam	 konteks	 ini,	 tanah	 dilihat	
sebagai	 alat	 akumulasi	 kapital,	 bukan	 sebagai	 elemen	 sosial	 atau	
budaya.	 Sebaliknya,	 kelompok	 community	 defender,	 merupakan	
kelompok	 yang	 dikontrol	 oleh	 kelompok	 growth	 booster.	 Mereka	
melihat	tanah	sebagai	fondasi	kehidupan	yang	tidak	dapat	digantikan.	
Perbedaan	 posisi	 dan	 pandangan	 ini	 menciptakan	 ketegangan	 yang	
sulit	 untuk	 dihindari.	 Pendekatan	 pembangunan	 yang	 berpola	 top-
down	dan	tidak	inklusif	juga	semakin	memperburuk	situasi	yang	ada.	

	

DISKUSI	
Studi	 ini	 menyoroti	 keberlanjutan	 konsolidasi	 kekuasaan	

berbasis	 elit	 dalam	 pelaksanaan	 Proyek	 Strategis	 Nasional,	 seperti	
pengembangan	 Rempang	 Eco-City,	 yang	 mencerminkan	 dinamika	
koalisi	 pertumbuhan	 sebagaimana	 terlihat	 dalam	 politik	 perkotaan	
global.	Dalam	kasus	Rempang,	kelompok	growth	booster	coalition	yang	
terdiri	 dari	 badan	 pemerintah,	 elit	 politik	 lokal,	 dan	 investor	 seperti	
PT	 MEG	 dan	 Xinyi	 Group	 menyelaraskan	 strategi	 mereka	 untuk	
melaksanakan	 proyek	 ini.	 Koalisi	 ini	 memprioritaskan	 kepentingan	
ekonomi	 dengan	 memproyeksikan	 pertumbuhan	 industri	 sebagai	
manfaat	 publik,	 namun	 sering	 mengabaikan	 kekhawatiran	 sosial-
budaya	 dan	 lingkungan	 masyarakat	 lokal	 (Giovanni	 Walangare	 &	
Bahri,	 2023).	 Peraturan	 Presiden	 No.	 56	 Tahun	 2018	 memberikan	
legitimasi	 pada	 proyek	 ini	 melalui	 penyederhanaan	 perizinan	 dan	
insentif	 investasi,	 tetapi	 minimnya	 konsultasi	 publik	 memperburuk	
ketegangan	sosial	(Mulyono,	2021).	

Di	balik	retorika	pembangunan,	kepentingan	bisnis	memainkan	
peran	 sentral	 dalam	 pengembangan	 Rempang	 Eco-City.	 Salah	 satu	
tujuan	utama	proyek	 ini	adalah	menarik	 investasi	asing,	seperti	yang	
dilakukan	 oleh	 Xinyi	 Group,	 yang	 berencana	 membangun	 fasilitas	
manufaktur	 kaca	 dan	 solar	 panel	 di	 Rempang	 (DetikFinance,	 2024).	
Investasi	 ini	 diharapkan	 memperkuat	 posisi	 Indonesia	 dalam	 rantai	
pasok	 global	 dan	meningkatkan	 daya	 saing	 ekspor.	 Selain	 itu,	 lokasi	
strategis	Rempang	yang	dekat	dengan	Singapura	menjadikannya	aset	
penting	 untuk	 mengintegrasikan	 kawasan	 ini	 dalam	 jaringan	
perdagangan	 internasional.	 Pemerintah	 telah	 memberikan	 berbagai	
insentif	 fiskal	dan	non-fiskal	untuk	memikat	 investor,	mencerminkan	
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prioritas	ekonomi	yang	dominan	dalam	perencanaan	proyek	ini.	
Pada	 tahap	 awal,	 konsolidasi	 elit	 melibatkan	 pemanfaatan	

otoritas	politik	dan	insentif	ekonomi	untuk	mengamankan	akses	lahan	
dan	 menekan	 oposisi.	 Penetapan	 Rempang	 Eco-City	 sebagai	 Proyek	
Strategis	Nasional	pada	tahun	2023	menjadi	alat	untuk	mempercepat	
investasi,	 namun	 pendekatan	 top-down	 ini	 menghasilkan	 konflik	
terkait	 hak	 atas	 tanah	 dan	 identitas	 budaya	 masyarakat	 adat	
(Solidaritas	 Nasional	 untuk	 Rempang,	 2023).	 Selain	 itu,	 perluasan	
kewenangan	 BP	 Batam	 melalui	 Keputusan	 Presiden	 No.	 28	 Tahun	
1992	menunjukkan	 tumpang	 tindih	antara	kepentingan	administratif	
dan	 ekonomi	 yang	 sering	 mengesampingkan	 hak	 masyarakat	 adat	
(Purnomo,	2022).	

Dalam	konteks	ini,	Undang-Undang	No.	25	Tahun	2007	tentang	
Penanaman	Modal	 memperkuat	 posisi	 investor	 dengan	memberikan	
kemudahan	perizinan	dan	perlindungan	hukum,	tetapi	pada	saat	yang	
sama,	 proses	 pengadaan	 tanah	 dilakukan	 dengan	 cepat	 dan	 minim	
partisipasi	 masyarakat	 adat.	 Undang-Undang	 No.	 26	 Tahun	 2007	
tentang	 Penataan	 Ruang	 sebenarnya	 mewajibkan	 konsultasi	 publik	
dalam	 perencanaan	 tata	 ruang,	 namun	 implementasinya	 sering	 kali	
hanya	 formalitas,	 memperparah	 perasaan	 marjinalisasi	 di	 kalangan	
masyarakat	lokal	(Mulyono,	2021).	

Seperti	yang	digambarkan	oleh	Winters	(2011),	praktik	oligarki	
lokal	 yang	 dilakukan	 oleh	 kelompok	 growth	 booster	 menggunakan	
jaringan	 politik	 dan	 pengaruh	 keuangan	 untuk	 mengkonsolidasikan	
kekuasaan.	Berbeda	dengan	dominasi	oligarki	di	tingkat	nasional	yang	
menggunakan	 media	 dan	 partai	 politik,	 proyek	 Rempang	 lebih	
bergantung	 pada	 pemaksaan	melalui	 kebijakan	 negara.	 Peran	 ganda	
aktor	 seperti	Kepala	BP	Batam	yang	 juga	menjabat	 sebagai	Walikota	
Batam	memperlihatkan	kelemahan	dalam	transparansi	tata	kelola	dan	
konflik	 kepentingan	 yang	 melekat	 dalam	 proyek	 ini	 (Giovanni	
Walangare	&	Bahri,	2023).	

Sebaliknya,	 kelompok	 community	 defenders	 yang	 terdiri	 dari	
komunitas	 lokal	 dan	 kelompok	 masyarakat	 sipil	 memanfaatkan	
kerangka	 hukum	 seperti	 Undang-Undang	 No.	 5	 Tahun	 1960	 tentang	
Peraturan	 Dasar	 Pokok-Pokok	 Agraria	 (UUPA)	 untuk	 menuntut	
pengakuan	 atas	 hak	 adat	 mereka.	 UUPA	 menekankan	 bahwa	 tanah	
harus	 memiliki	 fungsi	 sosial,	 sehingga	 penggunaannya	 tidak	
mengorbankan	 kesejahteraan	 masyarakat,	 termasuk	 komunitas	 adat	
(Sutrisno	 &	 Wulandari,	 2022).	 Organisasi	 seperti	 WALHI	 dan	 LBH	
Pekanbaru	bersatu	dengan	komunitas	adat	untuk	menolak	proyek	ini,	
dengan	 alasan	 degradasi	 lingkungan	 dan	 penggusuran	 budaya.	
Namun,	 keterbatasan	 dalam	 membangun	 platform	 politik	 terpadu	
membuat	 perlawanan	 ini	 rentan	 terhadap	 fragmentasi	 dan	 kooptasi	
(Solidaritas	Nasional	untuk	Rempang,	2023;	WALHI	Riau,	2023).	
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Meskipun	 taktik	 koersif	 digunakan	 oleh	 kelompok	 growth	 booster,	
oposisi	berhasil	menunda	beberapa	aspek	proyek,	seperti	batas	waktu	
relokasi.	 Penundaan	 ini	 menunjukkan	 kerentanan	 konsolidasi	 elit	
ketika	 dihadapkan	 pada	 perlawanan	 lokal	 yang	 terorganisasi	 dengan	
baik.	 Ketidakpastian	 hukum	 atas	 status	 tanah,	minimnya	 keterlibatan	
masyarakat	dalam	 	 tata	 	 ruang,	 	 dan	 	 absennya	 	 transparansi	 	 dalam	 	
proses	 	 relokasi	menunjukkan	 perlunya	 pendekatan	 kebijakan	 yang	
lebih	 inklusif	 untuk	mencegah	konflik	berkepanjangan	(Utami,	2023).	
	
KESIMPULAN	DAN	REKOMENDASI	

Pembangunan	 Rempang	 Eco-City	 sebagai	 Proyek	 Strategis	
Nasional	 (PSN)	 mencerminkan	 konflik	 kompleks	 antara	 koalisi	 pro-
growth,	 yang	 terdiri	 dari	 pemerintah	 dan	 investor	 swasta,	 dengan	
koalisi	 community	 defenders	 yang	 melibatkan	 masyarakat	 lokal	 dan	
organisasi	 masyarakat	 sipil.	 Konflik	 ini	 berakar	 dari	 masalah	
pembebasan	lahan,	hak	sosial,	dan	pelestarian	identitas	budaya,	yang	
menunjukkan	tantangan	besar	dalam	proses	urbanisasi	di	 Indonesia.	
Pendekatan	top-down	yang	diambil	oleh	koalisi	growth	booster	sering	
kali	 mengabaikan	 aspek	 sosial	 dan	 budaya	 masyarakat	 lokal,	
sementara	 ketidakpastian	 terkait	 status	 tanah	 dan	 mekanisme	
kompensasi	 memperburuk	 ketegangan,	 yang	 akhirnya	 memicu	
perasaan	ketidakadilan	di	kalangan	warga	Pulau	Rempang.	

Untuk	mengatasi	masalah	ini,	beberapa	rekomendasi	kebijakan	
dapat	 diterapkan.	 Pertama,	 penting	 untuk	 melibatkan	 masyarakat	
lokal	 dalam	 proses	 perencanaan	 dan	 pengambilan	 keputusan	 secara	
inklusif	 dan	 transparan,	 termasuk	 konsultasi	 publik	 yang	 bermakna.	
Kedua,	 sistem	 pengakuan	 hak	 atas	 tanah	 dan	mekanisme	 ganti	 rugi	
yang	 adil	 harus	 diterapkan,	 sesuai	 dengan	 prinsip	 keadilan	 sosial.	
Ketiga,	 penilaian	 dampak	 lingkungan	 dan	 sosial	 yang	 komprehensif	
harus	 dilakukan	 untuk	 menghindari	 kerusakan	 ekologis	 dan	 sosial.	
Terakhir,	 memperkuat	 perlindungan	 hukum	 bagi	 masyarakat	 lokal,	
serta	 meningkatkan	 peran	 media	 untuk	 memberikan	 ruang	 bagi	
semua	 pihak	 dalam	 menyampaikan	 pandangan	 mereka,	 dapat	
membantu	 menciptakan	 proses	 pembangunan	 yang	 lebih	
berkelanjutan	dan	adil	bagi	semua	pihak.	
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